
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) JENIS-JENIS PELAYANAN DI DINAS SOSIAL : 

1.Standar Pelayanan Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah  (UGB);  

 

NO Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Pemohon Staf Kasi 
Kabid Ka. Dinas 

P2T 
Prov 
Jatim 

Kelengkapan 
Waktu Output 

1. Permohonan proposal yang 
ditujukan Ke Dinas Sosial 
Kab. Lumajang 

      Proposal 24 jam Laporan 

2. 
 
 

Proposal yang telah 
diterima oleh Dinas Sosial 
diagendakan dan dilampiri 
lembar disposisi oleh 
petugas untuk 
disampaiakan ke Kepala 
Dinas Sosial. 

      Proposal 15 menit Laporan 

3. Setelah di disposisi 
dikembalikan ke petugas 
untuk diagenda dan 
diberikan pada yang 
berwenang menangani 
(Kabid) 

      Proposal 5 menit 
 

Laporan 

4. Berkas di serahkan ke 
Kabid 

      Proposal 3 jam Laporan 

5. 
 

Kabid menugaskan Kasi 
pemberdayaan 
kelembagaan melakukan 
kelengkapan administrasi 

      Proposal 24 jam Laporan 

6. Setelah berkas sesuai maka 
akan di kirim ke Dinas Prov. 
Jatim untuk di tindak lanjuti 

      Proposal 24 jam Laporan 

 
 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR SOP 427.42/III/2.01/2020 

TGL. PEMBUATAN        Agustus  2017 

TGL. REVISI 21  September 2020 

TGL. EFEKTIF 21  September 2020 

DISAHKAN OLEH 
 
 

Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
  

Dra. DEWI SUSIYANTI 
NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP REKOMENDASI UNDIAN GRATIS 
BERHADIAH (UGB)  

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian; 
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; 
3. Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 tentang Pajak 

Penghasilan Atas Hadiah Undian; 
4. KEPPRES No. 48 Tahun 1973 tentang Penertiban 

Penyelenggaraan Undian; 
5. KEPMENSOS No. 09/PEKHUK/2002 tentang Izin Undian; 
6. KEPMENSOS RI No. 73/HUK/2002 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian 
Gratis; 

Petugas dari Kasi Penanganan & Pemberdayaan Kelembagaan 
Sosial berjumlah 1 orang yang berkompetensi Minimum SMA 
sederajat, mampu mengoperasikan komputer, pengalaman 
minimal 2 tahun 

 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : 

Ijin pelaksanaan undian gratis berhadiah di Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Timur  

a.Komputer;  b.Alat Tulis; 
c.Meja dan Kursi; 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Perlunya tindak tegas atas pelaksanaan  undian gratis berhadiah Pengarsipan  



 
2.Standar Pelayanan Rekomendasi Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB);  

 

NO Kegiatan 

Pelaksana  Mutu Baku 

Pemohon Staf Kasi Kabid Ka. Dinas P2T Prov 
Jatim 

Kelengkapan Waktu Output 

1. Permohonan proposal yang 
ditujukan Ke Dinas Sosial 
Kab. Lumajang 

 

      Proposal 24 
jam 

Laporan 

2. 
 
 

Proposal yang telah 
diterima oleh Dinas 
Sosial diagendakan dan 
dilampiri lembar disposisi 
oleh petugas untuk 
disampaiakan ke Kepala 
Dinas Sosial. 
 

      Proposal 15 
menit 

Laporan 

3. Setelah di disposisi 
dikembalikan ke petugas 
untuk diagenda dan 
diberikan pada yang 
berwenang menangani 
(Kabid) 
 

      Proposal 5 menit 
 

Laporan 

4. 
 
 

Berkas di serahkan ke 
Kabid 
 
 

      Proposal 3 jam Laporan 

5. 
 

Kabid menugaskan Kasi 
pemberdayaan 
kelembagaan melakukan 
kelengkapan administrasi 

      Proposal 24 jam Laporan 

6. Setelah berkas sesuai 
maka akan di kirim ke 
Dinas Prov. Jatim untuk di 
tindak lanjuti 

      Proposal 24 jam Laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR SOP 427.42/III/2.02/2020 

TGL. PEMBUATAN        Agustus  2017 

TGL. REVISI 21  September 2020 

TGL. EFEKTIF 21  September 2020 

DISAHKAN OLEH 
 
 

Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP REKOMENDASI PENGUMPULAN 
UANG & BARANG (PUB) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang 
Pengumpulan Uang atau Barang; 

2. Peraturan Pemeritah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; 

3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 1/HUK/1995 
tentang Pengumpulan Sumbangan Sosial Untuk Korban 
Bencana; 

4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/1995 
tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh 
Masyarakat; 

a. Petugas dari Kasi Penanganan & Pemberdayaan Sosial berjumlah 
1 orang yang berkompetensi Minimum SMA sederajat, mampu 
mengoperasikan komputer, pengalaman minimal 2 tahun; 
 
 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : 

Ijin pengumpulan uang dan barang di Dinas Sosial Provinsi 
jawa Timur  

a. Komputer; 
b. Alat Tulis; 
c. Meja dan Kursi; 

 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Perlunya tindak tegas atas pelaksanaan pengumpulan uang 
dan barang 

Pengarsipan  

 



 
3.Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); 

 
 

No  Kegiatan 

Pelaksana  Mutu Baku 

Pemohon Staf Kabid Ka. Dinas 
Sosial 

Kelengka 
pan 

Waktu Output 

1. Pemohon mengajukan 
permohonan rekomendasi 
ijin operasional kepada 
Kepala Dinas Sosial 
dengan membawa 
proposal. 

    Proposal 24 jam Laporan 

2. 
 
 

Proposal yang telah 
diterima diagendakan dan 
dilampiri lembar disposisi 
oleh petugas untuk 
disampaikan ke Kepala 
Dinas Sosial. 

    Proposal 15 menit Laporan 

3. Kepala Dinas Sosial 
mengisi lembar disposisi 
yang ditujukan ke Kabid 
Penanganan & 
Pemberdayaan Sosial. 
 

    Proposal 5 menit Laporan 

4. 
 
 

Petugas dari Kasi 
Penanganan & 
Pemberdayaan Sosial 
melakukan SPI. 

    Proposal 5 menit Laporan 

5. 
 

Jika hasil SPI memenuhi 
syarat dilanjutkan ke 
Kepala Dinas Sosial dan 
jika tidak maka 
dikembalikan lagi ke 
pemohon. 

 Tidak 
Layak 

    Layak  
 

Proposal 20 menit Laporan 
 

6. Kepala Dinas Sosial 
meneliti kembali hasil SPI 
dan jika dianggap layak 
maka diterbitkan 
Rekomendasi Ijin 
Operasioanal LKSA. 

    Proposal 10 menit Laporan 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR SOP 427.42/III/2.03/2020 

TGL. PEMBUATAN        Januari 2018 

TGL. REVISI 21  September 2020 

TGL. EFEKTIF 21  September 2020 

DISAHKAN OLEH 

 

 

Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
 
  

Dra. DEWI SUSIYANTI 
NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL 
LEMBAGA KESEJAHTERAAN 
SOSIAL ANAK (LKSA) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA 

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak; 

6. Keputusan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 1975 tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial; 

7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 
tentang Organisasi Sosial; 

8. Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 1981 tentang 
Organisasi yang dapat menyelenggarakan Usaha 
Penyantunan Anak Terlantar; 

b. Petugas dari Kasi Penanganan & Pemberdayaan Sosial 
berjumlah 1 orang yang berkompetensi Minimum SMA 
sederajat, mampu mengoperasikan komputer, pengalaman 
minimal 2 tahun; 

 

 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : 

Ijin pendirian lembaga kesejahteraan sosial anak di Dinas Sosial 
Provinsi jawa Timur  

d. Komputer; 

e. Alat Tulis; 

f. Meja dan Kursi; 

 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Perlunya tindak tegas atas pelaksanaan ijin oprasionalnya Pengarsipan  

 



 
4.Standar Pelayanan Anak Terlantar, Jalanan, Cacat Dan Nakal; 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR  SOP  427.42/II/1.01/2020 

TGL  PEMBUATAN            Juni 2020 

TGL  REVISI  21  September 2020 

TGL  EFEKTIF  21  September 2020 

  

  

DISAHKAN  OLEH  

Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP Pelayanan Anak Terlantar, Jalanan, 
Cacat Dan Nakal; 

DASAR  HUKUM :  KUALIFIKASI PELAKSANA :  

a. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM 

b. UUD RI tahun 1945 Pasal 34 ayat 1, Fakir miskin dan 
anak terlantar di pelihara oleh Negara  

c. UU  Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
d. UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak 

g. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten 
Lumajang 

 

1. Memahami regulasi terkait rehabilitasi sosial anak terlantar 

2. Memahami tentang hak hak anak sesuai konvensi hak anak 

(KHA) 

3. Memahami Proses Pendekatan Awal  

4. Mempunyai kemampuan menjalin realisasi, komunikasi 

5. Memahai proses pengungkapan dan pemecahan masalah 
dan pemenuhan kebutuhan 

6. Mampu menganalisah permasalahan dan kebutuhan 
penerima manfaat 

7. Kemampuan observasi dan analisis masalah 

8. Memahami hasil bimbingan dan kondisi psikis anak terlantar 

9. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi 

untuk perujukan serta kerjasama penanganan 

10. Kemampuan administrasi dan pelaporan  

KETERKAITAN :  PERALATAN / PERLENGKAPAN :  

1. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  

2. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas 
Sosial Propinsi Jatim, Kemensos.   

1. Surat Tugas 

2. Instrumen pengungkapan dan pemahaman masalah seperti 
asesmen 

3. File penerima manfaat 

4. Fasilitas kesehatan 

5. Alat tulis kantor  

6. Kendaraan operasional 
7. Ruangan singgah sementara 

8. komputer 
 

PERINGATAN :  PENCATATAN  DAN PENDATAAN :  

Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan  
kepada masyarakat;  

Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan 
sepenuh hati  

Disimpan sebagai data arsip dan diagendakan dengan tertib  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alur SOP Anak Terlantar, Jalanan, Cacat Dan Nakal; 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

STAF / 

PEKSOS / 

TKSK 

KASI KABID KADIS UPT ALAT WAKTU OUTPUT 

1 Koordinasi denngan panti 
tekait pembukaan pendaftaran 
pelatihan 

     

Alat 

Komunikasi 

30 Menit 
Mendapat 

Informasi 

Pendaftaran 

2 Menyusun rencana sosialisasi 
ke masyarakat 

     
Buku 

Agenda 

2 jam Rencana 

sosialisasi 

isepakati 

3 Penerimaan pendaftaran para 
calon penerima manfaat (PM) 

     ATK, file 

pendaftaran 

2 

minggu 

Data Para 

Pendaftar 

4 Asesmen para  pendaftar      
ATK, file 

pendaftaran 

2 hari Hasil 

Verivikasi 

validasi 

5 Penentuan calon penerima 

manfaat  (PM)  

     Hasil 

Asesmen 

2 jam Data calon 

PM 

6 Pengisian dan pemenuhan 
formulir persyaratan masuk 
panti 
 

     Formulir 

persyaratan 

masuk panti 

1 hari  Formulir 

terisi 

lengkap 

7 Koordinasi lanjut terkait 
rencana pengiriman Penerima 
manfaat dengan pihak panti 

     Buku 

Agenda 

Surat 

Masuk 

30 menit 

Menapa ijin 

berangkat 

8 Koordinasi pemberangkatan 
pengiriman dengan dinsos 

     Daftar 

nominative 

calon PM 

30 menit Calon PM 

siap 

berangkat 

9 Koordinasi lanjut kepada calon 
penerima manfat/ keluarga / 
TKSK terkait 

     
Alat 

Komunikasi 

1 hari Calon PM 

siap 

berangkat 

10 Pembuatan surat tugas bagi 
petugas dan surat pengantar 
berita acara penyerahan 

     ATK 

Komputer 

2 jam 
Pemuatan 

Surat tugas 

11 Penyerahan calon penerima 
manfat ke panti 

     Surat 

Pengantar 

berita acara 

2 jam Surat 

Penagntar, 

berita acara 

12 Masa Pelayanan di panti      Draft calon 

PM 

6 bulan PM menapat 

Materi 

13 Koordinasi terkait 
penjemputan / pemulangan 
PM dengan Panti 

     Draft File 

calon PM, 

alat 

komunikasi 

30 menit Mendapat 

informasi 

tentang 

pelatihan 

14 
Penjemputan PM ke panti 

 

 

  

 
Kendaraan 

Dinas,  

1 hari Mendapat 

sertifikat 

pelatihan 

15 Serah terima dari panti ke 
dinsos 

 
 

  
 

Berita acara 
2 jam Berita acara 

serah terima 

16 
Pembuatan laporan 

 
 

  
 ATK , 

Komputer 

2 jam 
Agenda 

17 
Monitoring evaluasi 

 

 

  

 

Draft File 

PM 

2 hari PM suah 

menerima 

manfaat 

modal usaha 

 
 
 
 
 
 



5.Standar Pelayanan Anak Terlantar Luar Panti; 
 

 

NO Kegiatan 

Pelaksana  Mutu Baku 

TKSK 
Kantor 

Kecamatan 
Kabid 

Rehsos 
Bansos 

Kelengka 
pan 

Waktu Output 

1. Dinas Sosial melakukan 
pengumpulan data untuk 
anak terlantar luar panti 
melalui TKSK, maupun 
Kantor Kecamatan. 
 

    Proposal 24 jam Laporan 

2. 
 
 

Setelah terdata maka 
Dinas Sosial Kasi 
Pelayanan & Rehabilitasi 
Sosial melakukan 
pembinaan/sosialisasi. 
 
 

    Proposal 15 menit Laporan 

3. Setelah 
pembinaan/sosialisasi 
maka mereka diberi 
bantuan sesuai dengan 
pelatihan yang 
didapatkan 
 

    Proposal 5 menit Laporan 

4. 
 
 

Pasca pembinaan 
monitoring secara berkala 

    Proposal 5 menit Laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR SOP 427.42/II/1.02/2020 

TGL. PEMBUATAN 02  Januari 2018 

TGL. REVISI 21  September 2020 

TGL. EFEKTIF 21  September 2020 

DISAHKAN OLEH 

 

 

Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP PELAYANAN ANAK TERLANTAR 
LUAR PANTI 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan 
Pokok Kesejahteraan Sosial; 

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan bagi Anak Penyandang Masalah; 

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak; 

4. Peraturan Gubernur Jatim No. 80 Tahun 2008 tentang 
Uraian Tugas Kesekretariatan Bid.Subid Dinas Sosial 
Provinsi Jatim; 

5. Peraturan Gubernur Jatim No. 119 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinsos prov. Jatim; 

 

Petugas dari Bidang Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial berjumlah 1 
orang yang berkompetensi Minimum SMA sederajat, mampu 
mengoperasikan komputer, pengalaman minimal 2 tahun; 

 

 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : 

- a. Komputer; 

b. Alat tulis; 

c. Kamera ; 

 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

- Pendataan anak dan penempatan anak  

 

Pengumpulan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR SOP 427.42/II/1.03/2020 

TGL. PEMBUATAN 02  Januari 2018 

TGL. REVISI 21  September 2020 

TGL. EFEKTIF 21  September 2020 

DISAHKAN OLEH 
 
 

Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
  

Dra. DEWI SUSIYANTI 
NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP PENGIRIMAN PESERTA TERTIRAH 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.66 Tambahan 
Lembaran Negara RI no. 4723); 

2. Undang-Undang No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan 
Pokok Kesejahteraan Sosial; 

3. Peraturan Menteri Sosial No.22 Tahun 2014 tentang Standar 
Rehabilitasi Sosial; 

4. Peraturan Menteri Sosial No. 129/HUK/2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 No.450), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.541); 

6. Keputusan Menteri Sosial RI No.80/HUK/2010 tentang Panduan 
Perencanaan Pembiyaan Pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Penganggara, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Petanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lumajang; 

8. Peraturan Bupati Lumajang No. 61 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Sosial; 

9. Peraturan Bupati Lumajang No.56 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017; 

 
 

 

Petugas dari Kasi Penanganan & Pemberdayaan Sosial berjumlah 1 
orang yang berkompetensi Minimum SMA sederajat, mampu 
mengoperasikan komputer, pengalaman minimal 2 tahun; 

 
 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : 

- a. Komputer; 
b. Buku; 
c. Alat Tulis; 
d. Kendaraan; 
e. Kamera; 

 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

- Pengarsipan dokumentasi kegiatan pengiriman anak tetirah 

6.Standar Pelayanan Pengiriman Peserta Tetirah; 

 



 
 

NO Kegiatan 

Pelaksana  Mutu Baku 

Kabid Bansos UPT Dinas Sosial Kelengkapan Waktu Output 

1. Dinas Sosial melakukan 
pengumpulan data anak 
terlantar, anak jalanan, 
anak cacat maupun anak 
nakal melalui TKSK, 
Kantor Kecamatan, 
Perkumpulan PACA, 
anak jalanan di sekitar 
lingkungan. 
 

    Proposal 24 jam Laporan 

2. 
 
 

Setelah terdata maka 
Dinas Sosial Kasi 
Pelayanan & Rehabilitasi 
Sosial melakukan 
pembinaan dan 
memberikan bantuan. 
 

    Proposal 15 menit Laporan 

3. Bantuan diberikan sesuai 
dengan keinginan anak: 
servis HP, menjahit, alat 
potong rambut, dipan 
pijat, kursi roda, kaki 
tangan palsu, servis 
lokomotif, las dll. 
 

    Proposal 5 menit Laporan 

4. 
 
 

Pengiriman klien ke UPT 
yang dimiliki oleh Dinas 
Sosial seperti UPT. 
Rehabilitasi Sosial di Solo 
ataupun UPT UPT lain 
yang dibutuhkan jika 
mereka bersedia 
diasramakan. 
 

    Proposal 5 menit Laporan 

5. 
 

 
Pasca pembinaan 
monitoring secara 
berkala. 

    Proposal 20 menit Laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.Standar Pelayanan Rekomendasi Bebas Biaya Pengobatan bagi orang  terlantar; 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR SOP 427.42/IV/1.01/2020 

TGL. PEMBUATAN 21 September 2020 

TGL. REVISI 21  September 2020 

TGL. EFEKTIF 21  September 2020 

DISAHKAN OLEH 
 
 

Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP PENERBITAN REKOMENDASI KERINGANAN / 
PEMBEBASAN BIAYA KESEHATAN DI RUMAH 
SAKIT PEMERINTAH 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN 

1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional 

2. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan 
Kesehatan 

3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

4. Permensos No. 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran 
Jaminan Kesehatan 

5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Teknis Pelaksanaan Bantuan Pelayanan 
Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah bagi Masyarakat 
Miskin, Orang Tidak Mampu dan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lumajang 

6. Peraturan Bupati Lumajang No. 17 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Teknis Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat 
Miskin di Kabupaten Lumajang 
 

a. Memahami persyaratan untuk pengajuan Surat Rekomendasi 
keringanan / pembebasan biaya kesehatan di rumah sakit pemerintah 

b. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan pemohon 

c. Memiliki kemampuan membuat Surat Rekomendasi keringanan / 
pembebasan biaya kesehatan di rumah sakit pemerintah 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : 

a. SOP Penerbitan Rekomendasi Pengalihan BPJS Mandiri 
menjadi Peserta KIS PBID 

b. SOP Pengusulan Calon Peserta Penerima Bantuan Iuran 
Daerah (PBI-Daerah) 

c. SOP Penerbitan Rekomendasi Surat Pernyataan Miskin 
(SPM) 

a. ATK; 
b. Komputer/Laptop; 
c. Dokumen Persyaratan Surat Rekomendasi pengalihan BPJS 

Mandiri menjadi peserta KIS PBID: 
d. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan di 

tanda tangani Camat 
e. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) 
f. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

  

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus valid sesuai 
dengan data termohon yang tercantum dalam data 
kependudukan terkait dengan pemeriksaan dokumen yang 
dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang dituju. 

Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alur SOP Penerbitan Rekomendasi Keringanan / Pembebasan Biaya Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah 

 

 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Pengelola 
Kasi 

 
Kabid    Sekdin Kadin Alat Waktu Output 

1. Petugas menerima pemohon yang 

mengurus Surat Rekom endasi Keringanan 

/ Pembe basan Biaya Kesehatan di Rumah 

Sakit Pemerintah serta melakukan 

wawancara  

  
               

   Dokumen 

persyara tan 

Surat 

Rekomendasi 

10 
menit 

Dokumen  

2. Petugas memeriksa keleng kapan 
dokumen adminis tratif dari pemohon 
dengan dasar sebagai berikut : 
a. Diterbitkan Surat Reko mendasi pada 

hari itu apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat 
utama, yaitu SKTM dari Desa dan 
ditanda tangani Camat, fotokopi KK 
dan KTP 

b. Tidak diterbitkan Surat Rekomendasi 
apabila dokumen persyaratan belum 
lengkap 

 

Ya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 

  
 
 

 
 
 

 Dokumen 
persyara tan 
Surat 
Rekomendasi 
 
 

15 
menit 

Dokumen 

lengkap 

3. Petugas memverifikasi dan meneliti semua 

data yang telah diberikan, atas dasar 

sebagai berikut : 

a. Data termohon dipadan kan dengan 

data DTKS. 

b. Data tidak boleh dobel dengan data 

PBI-Daerah maupun PBI-Pusat 

  
 
 
 
 

   Data Kartu 
Keluarga  

15 
menit 

Dokumen 
persayarat
an Surat 
Rekomend
asi valid 

4. Petugas membuat Surat Rekomendasi 

Keringanan / Pembebasan Biaya Keseha 

tan di Rumah Sakit Peme rintah sesuai 

data yang telah diberikan oleh pemo hon 

serta maksud dan tujuan yang diinginkan. 

 
 
 

    Dokumen 
persyaratan 
valid 

5 
menit 

Dicetak   

5. Surat Rekomendasi Keri 
nganan/Pembebasan Biaya Kesehatan di 
Rumah Sakit Pemerintah yang dibuat 
harus memuat unsur-unsur sebagai 
berikut : 
a. Data Kependudukan (nama, alamat, 

tempat tanggal lahir, NIK) 
b. Maksud dan tujuan pembuatan surat 

rekomendasi 
c. Rumah Sakit Tujuan 
d. Tanggal penerbitan Surat 

Rekomendasi 
e. Tanda Tangan Kepala / Sekretaris 

Dinas Sosial 
 

   
 
 
 
  

  Surat 
Rekomendasi 
yang telah 
dicetak/ print 

5 
menit 

Surat reko 
mendasi 
Diverifikasi 

6. Surat Rekomendasi yang telah dibuat 
diajukan untuk mendapatkan pengesahan 
secara berjenjang melalui paraf hierarki, 
yaitu mulai dari kasi Linjamsos, Kabid 
Linjamsos dan Sekretaris Dinas Sosial 

 
 
 
 

 
 

 

    30 
menit 

Surat Reko 
mendasi 
yang telah 
diparaf 
hierarki oleh 
Kasi, Kabid 
Linjamsos 
dan 
Sekretaris 
 

7. Surat Rekomendasi yang telah diparaf 

hierarki diaju kan kepada Kepala / 

Sekretaris Dinas  Sosial untuk mendapat 

persetujuan dan melampirkan dokumen 

persyaratan 

  

 

 
 
 
 
       

  Surat 
Rekomendasi  
yang telah 
diparaf hierarki 

15 
menit 

Surat 
Rekomend
asi valid 

8. Surat Rekomendasi yang telah ditanda 

tangani di fotokopi sebanyak 2 lembar 

     Surat 
Rekomendasi 
yang telah 
ditandatangani 
Kadin 

5 
menit 

Dokumen 
Surat 
Rekomend
asi asli 
dan 
salinan 

9. Fotokopi Surat Rekomendasi 1 lembar 

disimpan di Dinas Sosial sebagai arsip 

     Surat 
Rekomendasi  
yang telah 
ditandatangani 
Kadin 

5 
menit 

Arsip 
salinan 
Surat 
Rekomend
asi 



8.Standar Pelayanan Penyantunan Fakir Miskin Kabupaten Lumajang; 

 
 

SOP PENYANTUNAN FAKIR MISKIN 

NO Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

staf Kasi Kabid 
Ka. 

Dinsos 
sekda Bupati 

Kelengkapan Waktu Output 

1. Dinas Sosial 
mengambil data DTKS 
yang belum menerima 
bantuan   

    1.   

data  
30 

menit 

Data calon 
penerima 
bantuan 

2. Data dari operator di 
serahkan ke Kasi dan 
diteruskan k Kabid 
untuk dicroscek 
dengan jenis bantuan 
yang akan disalurkan 

    2.   

data 
2 hari 
kerja  

Tersedianya 
data 

3. 
 
 

Kabid menyerahkan 
hasil croscek ke kasi 
untuk dibuatkan 
rekomendasi hibah 
bansos ditujukan 
kepada Sekda dan 
ditandatangani Kepala 
Dinas 

      

rekomendasi 
2 hari 
kerja 

Tersedianya 
rekomendasi 

4. Hasil Rekomendasi 
Hibah bansos 
dijadikan sebagai 
dasar SK Bupati 
Lumajang tentang 
Lokasi dan Alokasi 
bantuan sosial di awal 
tahun 

      

SK 
2 hari 
kerja 

Tersedianya 
SK 

5 Bantuan 
didistribusikan sesuai 
dengan lokasi dan 
alokasi bantuan sosial 

      

 
surat 

2 hari 
kerja 

Bantuan 
tersalur 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR SOP 427.42/III/1.01/2020 

TGL. PEMBUATAN  02 Januari 2020 

TGL. REVISI  21 September 2020 

TGL. EFEKTIF  21 September 2020 

DISAHKAN OLEH 
 
 

Kepala Dinas Sosial  
  

  
  
 
 

Dra. DEWI SUSIYANTI 
NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP PENYANTUNAN FAKIR MISKIN 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Peraturan Daerah Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang 
Tahun Anggaran 2020. 

2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta 
tata kerja Dinas Sosial. 

3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020. 

Petugas dari Bidang Penanganan & Pemberdayaan Sosial 
berjumlah 4 orang yang berkompetensi Minimum S1, mampu 
mengoperasikan komputer, pengalaman minimal 2 tahun; 

 
 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : 

a. SOP Bagian Kesekretariatan  

b. SOP Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial 

a. Komputer; 
b. ATK 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan  kepada 
masyarakat;  
Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan sepenuh 
hati  

Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen. 



9.Standar Pelayanan Fasilitasi Dan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH); 
 SOP MEKANISME PELAKSANAAN PKH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.Standar Pelayanan  Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang; 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR SOP 427.42/I/3.01 /2020 

TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020 

TGL. REVISI 26 Pebruari 2020 

TGL. EFEKTIF 27 Pebruari 2020 

DISAHKAN OLEH 
 
 

Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP SANTUNAN KEMATIAN BAGI 
PENDUDUK KAB. LUMAJANG 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial; 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 80/HUK/2010 
tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah;  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 
2018  tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 

8. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring 
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari APBD Kabupaten Lumajang sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati  Nomor 18 Tahun 2014; 

9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial; 

10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten 
Lumajang; 

 
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020. 

 

1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, jujur, cakap, 
dan terampil, Pendidikan minimal SMA,mampu 
mengoperasikan komputer, pengalaman minimal 1 tahun; 

2. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, jujur, cakap, 
dan terampil, Pendidikan minimal D-IV Kesejahteraan 
Sosial, mampu mengoperasikan komputer, pengalaman 
minimal 1 tahun, mampu mengoperasikan kendaraan roda 
dua. 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : 

 
SOP yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di 
lembaga lain. 

a. Komputer 
b. Alat Tulis 
c. Kendaraan Operasional 
d. Data 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Hambatan dapat saja terjadi : 
Bendahara PPKD sedang melakukan proses GU sehingga 
pengajuan bantuan sosial berhenti sementara waktu sampai GU 
dari bendahara dicairkan; 
 
 

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dan Orang 
Terlantar menerima rekapan dari Kecamatan; 

b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dan Orang 
Terlantar melakukan pengajuan ke BPKD Kab.Lumajang; 

c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dan Orang 
Terlantar pendistribusian dana santunan kematian ke 
Kecamatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kegiatan 

Pelaksana  
Mutu Baku 

Petugas 
admin 

kecamatan 

Petugas 
Admin 
dinas 
sosial 

Bidang 
Linjamsos 

Bendahara 
PPKD 

Kelengkapan Waktu Output 

1
. 
 

 

 

 

Kecamatan menerima berkas 

Santunan Kematian dari ahli 

waris kemudiaan diregister dan 

dibuat rekapan, rekap tersebut 

kemudian dikirimkan ke Dinas 

Sosial berupa softcopy melalui 

WA maupun email kemudian 

petugas Dinas Sosial 

mengakomodir rekapan dari 

semua kecamatan untuk 

dijadikan satu. 

    Softcopy 

rekapitulasi 

nama 

penerima 

santunan 

kematian 

30 Menit Berkas 

2
. 

Rekapitulasi dituangkan dalam 

Surat Keputusan Kepala Dinas 

Sosial 

    Berkas 15 Menit Berkas 

3
. 

Dinas Sosial mengirimkan Surat 

Keputusan beserta kelengkapan 

lainnya ke BPKD selaku PPKD, 

apabila berkas dinyatakan 

benar dan lengkap maka 

bendahara PPKD mentransfer 

dana santunan kematian ke 

rekening santunan kematian 

Dinas Sosial 

    berkas 15 Menit  

berkas 

4
. 

Dinas Sosial melakukan 

pengambilan dana santunan 

kematian di Bank Jatim 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Berkas 30 Menit Dana 
Santunan 

5
. 

Petugas Dinas Sosial akan 

menghubungi pihak kecamatan 

untuk mengambil dana santunan 

kematian 

    Media 
elektronik 

5 Menit informasi 

6
. 

Pihak kecamatan mengambil 

dana santunan sekaligus 

menyerahkan berkas hardcopy 

permohonan santunan kematian 

dari ahli waris, kemudian pihak 

kecamatan akan menyalurkan 

dana santunan tersebut ke ahli 

waris 

 

    Berkas 30 Menit Dana 
Santunan 



11.Standar Pelayanan Operasional Dan Pemeliharaan Griya  Lansia; 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR  SOP  427.42/II/1.04/2020 

TGL  PEMBUATAN  02 Januari 2020 

TGL  REVISI  21  September 2020 

TGL  EFEKTIF  21  September 2020 

DISAHKAN  OLEH  Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

 NAMA  SOP  Pelayanan Operasional Penghuni Griya 
Lansia yang sakit dan meninggal Dunia 

DASAR  HUKUM :  KUALIFIKASI PELAKSANA :  

1. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial; 

2. PP No.43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan 

UpayaPeningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5294); 

4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut 

Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan 

Lanjut Usia di Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten 

Lumajang 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 111); 

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten 

Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 

2016 Nomor 61). 

9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pelayanan Sosial  Griya Lanjut Usia Gerakan 
Membangun Masyarakat  Sehat 

10. Peraturan upati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Petunjuk 
Teknis Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di 
Kaupaten Lumajang 
 

a. Memiliki pengetahuan dan pemahamanan terkait rehabilitasi 

sosial lanjut usia 

b. Memiliki kemampuan, Kecakapan,dalam asuhan keperawat dan 
memiliki wawasan kesehatan Pendidikan serendah-rendahnya 

D3 Keperawatan Terlatih 

c. Memiliki pengetahuan dan pemahamanan terkait pelayana 

kesehatan dan rujukan 

d. Memiliki Kemampuan menjalin relasi komunikasi oservasi dan 

analisis masalah kesehatan lanjut usia 

e. Mampu membuat rencana kegiatan pemecahan masalah dan 
kebutuhan penanganan kesehatan lanjut usia 

f. Memiliki banyak jaringan kerja dan mampu berkoordinasi untuk 
perujukan serta kerja sama penanganan masalah kesehatan 
lanjut usia 

g. Kemampuan administrasi dan pelaporan 

 

KETERKAITAN :  PERALATAN / PERLENGKAPAN :  

1. SOP Bagian Kesekretariatan  

2. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  

3. SOP Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan 
Sosial  

4. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas 
Sosial Propinsi Jatim, Kemensos 

5. SOP Pelayanan Fasilitas  kesehatan  

1. Kartu identitas lansia KK/KTP 

2. Kartu pelayanan Kesehatan/ kartu berobat/ surat rujukan Lansia 

3. Fasilitas Kesehatan 

4. Alat bantu Kesehatan 

5. Alat Kesehatan 

6. Kendaraan operasional/Ambulance 

 

PERINGATAN :  PENCATATAN  DAN PENDATAAN :  

1. Lansia sudah memiliki kartu identitas kependudukan, kartu 
kesehatan  

2. Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan  
kepada masyarakat;  

3. Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan 
sepenuh hati  

a. Rekap dan arsipkan data kesehatan lansia 

b. Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan 
tertib  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alur SOP Kegiatan Pelayanan Rujukan Rawat Jalan Penghuni di Griya Lansia Gerbangmas 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

STAF / 

PEKSOS 
KASI KABID KADIS 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu Output 

1 Shift malam membawa lansia 
kekamar mandi,memandikan,  

 

   

- Saranan MCK 

- Peralatan 
mandi 

- Pakaian, 
Pampers 

- Kursi roda/ 
alat bantu 
jalan 

- Scot mandi  
- Sepatu both 

15 menit  - Pelayanan 

kebutuhan 

dasar bagi 

lansia 

- Pelayanan 

personal 

Higent pada 

lansia 

Pemeriksaan rutin dan 
perawatan kesehatan lansia 

    

Peralatan rawat 
luka (Perban) 

 Memenuhi 

kebutuhan 

keperawatan 

dan kesehatan 

lansia 

Pemberian permakanan     Alat makan   

2 Hasil pemeriksaan rutin lansia 
dari petugas/ hasil 
pemeriksaan kunjungan 
dokter yang lansia 
memerlukan perawatan 
tindak lanjut 

 

   

- Pemeriksaan 
rutin 

- Buku laporan 
perawatan/ 
kesehatan 
lansia 

- Alat Tensi, 
Termometer, 
Alat pengukur 
Gula/Kolester
ol  darah, 
timbangan 
badan 

15 menit Pelayanan 

kesehatan 

rutin 

 

3 Meminta surat rujukan ke 

Puskesmas/ Rumah sakit 

    - Kartu identitas 
lansia KK/KTP 

- Kartu 
Pelayanan 
Kesehatan 

- Surat rekom 
jika lansia 
belum memiliki 
Kartu 
pelayanan 
kesehatan 

 Surat Rujukan 

Kesehatan 

4 Menyiapkan kartu identitas 

dan kartu kesehatan/ surat 

rujukan/ kartu berobat/ 

Rekam medis lansia 

    - KK/ KTP  
- Kartu 

pelayanan 
kesehatan 

- Surat rujukan 
dari 
puskesmas 
 

5 menit Pelayanan 

Kesehatan di 

fasilitas 

kesehatan 

Puskesmas/ 

RS 

5 Mengantar ke tempat rujukan 

puskesmas/ Rumah sakit 

 
   

- Kendaraan 
Dinas 

15 menit 

/   1 hari 

 

6 Pendampingan proses 
perawatan  kesehatan lansia  

 

   

- Tempat dan 

fasilitas 

kesehatan 

- Hasil 

pemeiksaan 

- Resep/ obat  

10 menit Pelayanan 

Kesehatan di 

fasilitas 

kesehatan 

Puskesmas/ 

RS 

7 
Kembali ke griya Lansia jika 
hanya memerlukan rawat 
jalan  

 
   

- Kendaraan 

Dinas 

  

8 Pendampingan rawat jalan  

   

- Hasil 

pemeriksaan 

- Resep/ obat 

10 menit - Pelayanan 

kesehatan 

rutin 

- Laporan 

hasil 

pemeriksaa

n kesehatan 

lansia 

9 Melaporkan Hasil perawatan     - Buku laporan 

perawatan/ 

kesehatan 

 - Laporan 

kesehatan 

lansia 

 

 



 

Alur SOP Kegiatan Pelayanan Rujukan Rawat Jalan Penghuni di Griya Lansia Gerbangmas 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

STAF / 

PEKSOS 
KASI KABID KADIS 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu Output 

1 Hasil pemeriksaan rutin lansia 
dari petugas/ hasil 
pemeriksaan kunjungan 
dokter yang lansia 
memerlukan perawatan 
tindak lanjut 

 

   

- Pemeriksaan 
rutin 

- Buku laporan 
perawatan/ 
kesehatan 
lansia 

- Alat Tensi, 
Termometer, 
Alat pengukur 
Gula/Kolesterol  
darah, 
timbangan 
badan 

15 menit Pelayanan 

kesehatan 

rutin 

 

2 Meminta surat rujukan ke 

Puskesmas/ Rumah sakit 

    - Kartu identitas 
lansia KK/KTP 

- Kartu 
Pelayanan 
Kesehatan 

- Surat rekom jika 
lansia belum 
memiliki Kartu 
pelayanan 
kesehatan 

 Surat Rujukan 

Kesehatan 

2 Menyiapkan kartu identitas 

dan kartu kesehatan/ surat 

rujukan/ kartu berobat/ 

Rekam medis lansia 

    - KK/ KTP  
- Kartu pelayanan 

kesehatan 

- Surat rujukan 
dari puskesmas 
 

5 menit Pelayanan 

Kesehatan di 

fasilitas 

kesehatan 

Puskesmas/ 

RS 

3 Mengantar ke tempat rujukan 

puskesmas/ Rumah sakit 

 

 

   

- Kendaraan 
Dinas 

15 menit 

/   1 hari 

 

4 Pendampingan proses 
perawatan  kesehatan lansia  

 

   

- Tempat dan 

fasilitas 

kesehatan 

- Hasil 

pemeiksaan 

- Resep/ obat  

10 menit Pelayanan 

Kesehatan di 

fasilitas 

kesehatan 

Puskesmas/ 

RS 

5 
Kembali ke griya Lansia jika 
hanya memerlukan rawat 
jalan  

 
   

- Kendaraan 

Dinas 

  

6 Pendampingan rawat jalan  

   

- Hasil 

pemeriksaan 

- Resep/ obat 

10 menit - Pelayanan 

kesehatan 

rutin 

- Laporan 

hasil 

pemeriksaan 

kesehatan 

lansia 

7 Melaporkan Hasil perawatan     - Buku laporan 

perawatan/ 

kesehatan 

 - Laporan 

kesehatan 

lansia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alur SOP Kegiatan Pelayanan Rujukan Rawat Inap Lansia di Griya Lansia Gerbangmas 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

STAF / 

PEKSOS 
KASI KABID KADIS 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu Output 

1 Hasil pemeriksaan rutin lansia 
dari petugas/ hasil pemeriksaan 
kunjungan dokter yang lansia 
memerlukan perawatan tindak 
lanjut 

 

   

- Pemeriksaan 
rutin 

- Buku laporan 
perawatan/ 
kesehatan lansia 

- Alat Tensi, 
Termometer, 
Alat pengukur 
Gula/Kolesterol  
darah, 
timbangan 
badan 

15 

menit 

Pelayanan 

kesehatan 

rutin 

2 Meminta surat rujukan ke 

Puskesmas/ Rumah sakit 

    - Kartu identitas 
lansia KK/KTP 

- Kartu Pelayanan 
Kesehatan 

- Surat rekom jika 
lansia belum 
memiliki Kartu 
pelayanan 
kesehatan 

- Kendaraan 
dinas 

15 

menit 

Surat Rujukan 

Ke 

Puskesmas/ 

RSUD 

3 Menyiapkan kartu identitas dan 

kartu kesehatan/ surat rujukan/ 

kartu berobat/ Rekam medis 

lansia 

    - KK/ KTP  
- Kartu pelayanan 

kesehatan 

- Surat rujukan 
dari puskesmas 
 

5 menit  

4 Mengantar ke tempat rujukan 

puskesmas/ Rumah sakit 

 

   

- Kendaraan 
Dinas 

15 

menit  

 

Pelayanan 

Kesehatan di 

fasilitas 

kesehatan 

Puskesmas/ 

RSUD 

5 Pendampingan proses perawatan  
kesehatan lansia sampai masuk 
ke ruang perawatan 

 

   

- Tempat dan 

fasilitas 

kesehatan 

- Hasil 

pemeiksaan 

- Resep/ obat  

20 

menit 

Pelayanan 

Kesehatan di 

fasilitas 

kesehatan 

Puskesmas/ 

RSUD 

6 
Berkoordinasi dengan keluarga/ 
penanggung jawab 

   
 

-  Alat komunikasi 20 

menit 

 

7 
Pengurusan administrasi   

   
 10 

menit 

 

8 
Kembali ke griya Lansia jika 
sudah sembuh 

 
   

- Kendaraan Dinas 20 

menit 

 

9 Pendampingan rawat 
jalan/lanjutan 

 

   

- Hasil 

pemeriksaan 

- Resep/ obat 

 

10 

menit 

- Pelayanan 

kesehatan 

rutin 

- Laporan 

hasil 

pemeriksaa

n kesehatan 

lansia 

10 Melaporkan Hasil perkembangan    

 

- Buku laporan 

perawatan/ 

kesehatan 

10 

menit 

Laporan 

kesehatan 

lansia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alur SOP Kegiatan Pelayanan Rujukan Rawat Inap dan Meninggal bagi Penghuni Griya Lansia Gerbangmas 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

STAF / 

PEKSOS 
KASI KABID KADIS 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu Output 

1 Hasil pemeriksaan rutin lansia dari 
petugas/ hasil pemeriksaan 
kunjungan dokter yang lansia 
memerlukan perawatan tindak 
lanjut 

 

   

Pemeriksaan rutin, 
buku laporan 
perawatan 
kesehatan lansia  

15 

menit 

Pelayanan 

kesehatan 

rutin 

2 Meminta surat rujukan ke 

Puskesmas/ Rumah sakit 

    - Kartu identitas 
lansia KK/KTP  

- Kartu Pelayanan 
Kesehatan  

- Surat rekom jika 
lansia belum 
memiliki Kartu 
pelayanan 
kesehatan 

15 

menit 

Surat rujukan 

dari 

Puskesma/ 

RSUD 

3 Menyiapkan kartu identitas dan 

kartu kesehatan/ surat rujukan/ 

kartu berobat/ Rekam medis lansia 

   

 

- KK/ KTP  
- Kartu pelayanan 

kesehatan 

- Surat rujukan 
dari puskesmas 

5 

menit 

 

4 Mengantar ke tempat rujukan 

puskesmas/ Rumah sakit 

 

   

- Kendaraan 
Dinas 

15 

menit 

 

Pelayanan 

Kesehatan di 

fasilitas 

kesehatan 

Puskesmas/ 

RS 

5 Pendampingan proses perawatan  
kesehatan lansia sampai masuk ke 
ruang perawatan 

 

   

- Tempat dan 

fasilitas 

kesehatan 

- Hasil 

pemeiksaan 

- Resep/ obat  

20 

menit 

Pelayanan 

Kesehatan di 

fasilitas 

kesehatan 

Puskesmas/ 

RS 

7 Berkoordinasi dengan keluarga/ 
penanggung jawab serta 
melaporkan, Berkoordinasi dengan 
bagian pemulasaraan jenazah, 
Keluarga dan pemakaman umum  
jika dalam proses perawatan lansia 
meninggal dunia 
 

     20 

menit 

Layanan 

pemulasaraan 

Jenazah 

8 Dinas Sosial menerbitkan surat 
rekomendasi untuk pemulasaraan 
jenazah  
 

 

   

- Foto Copy KK 

KTP lansia yang 

meninggal 

 

 Surat 

Rekomendasi 

dari Dinas 

Sosial 

9 Pengurusan administrasi di 
pelayanan kesehatan, 
Kependudukan,  

 

   

- Surat keterangan 

Kematian dari RS 

- Surat pengantar 

RT/RW 

- Surat keterangan 

kematian  dari 

kelurahan  

- Blanko 

pembaharuan KK 

 - Akta 

kematian 

dari 

Dispenduk 

capil 

- Pembaharu

an KK 

10 Menyiapkan Berita acara 
penyerahan Jenazah jika Jenazah  
ingin di pulasara oleh keluarga/ 
Penanggung Jawab 

 

 

 

 

Berita Acara 
penyerahan 
jenazah KK/ KTP 
Keluarga/ 
penanggung 
Jawab    

10 

menit 

Berita Acara 
penyerahan 
jenazah dari 
Griya 
lansia/Dinas 
Sosial ke 
keluarga/pena
ggung jawab 

11 Melaporkan pelaksanaan 
pemakaman  

   
 

   

12 Pelaporan ke BPJS   

   

- Foto Copy KK, 

KTP, Akte 

Kematian 

  

 

 

 

 



Alur SOP Kegiatan Pelayanan lansia meninggal di Griya Lansia Gerbangmas 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

STAF / 

PEKSOS 
KASI KABID KADIS 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu Output 

1 Klien Griya Lansia 
meninggal 

 

   

- Jarik  

- Perban Kain 

15 menit - Pelayanan 

awal 

jenazah 

2 Melakukan pelaporan 

ke Dinas dan 

berkoordinasi dengan 

keluarga/ penanggung 

Jawab 

    KK/ KTP 10 menit - Penyerahan 

pemulasara

an oleh   

    Keluarga 

atau oleh   

    Dinas 

Sosial 

3 Menyiapkan Berita 

acara penyerahan 

Jenazah jika Jenazah  

ingin di pulasara oleh 

keluarga/ 

Penanggung Jawab 

 

   

- Komputer 
- ATK 
- Berita Acara 

penyerahan 
jenazah 

- KK/ KTP 
Keluarga/ 
penanggung 
Jawab    

10 menit - Berita Acara 
penyerahan 
jenazah dari 
Griya 
lansia/Dinas 
Sosial ke 
keluarga/pe
naggung 
jawab 

4 Dinas Sosial 

Meneribtkan Surat 

Rekom dan membuat 

berita acara  

penyerahan jenazah 

jika pemulasaran 

diserahkan ke Griya 

Lansia/Dinas Sosial 

 

   

- Komputer 
- ATK 

- Berita Acara 
penyerahan 
jenazah 

- KK/ KTP 
Keluarga/ 
penanggung 
Jawab    

10 menit - Berita Acara 
penyerahan 
jenazah dari 
Keluarga ke 
Griya 
Lansia/Dina
s Sosial 

 

5 Dinas Sosial 

berkoordinasi dengan 

RSUD Hariyoto untuk 

penjemputan, 

pemulasaraan dan 

pengantaran Jenazah 

ke pemakaman  

  

  

- Surat 
Rekomendasi 

- Ambulans  

15 menit - Pelayanan 

pemulasara

n jenazah 

6 Dinas Sosial/ Rumah 

sakit Umum  

berkoordinasi dengan 

pemakaman umum 

untuk pemakaman 

Jenazah  

 

 

   

 15 menit - Pelayanan 

pemakaman 

jenazah 

 Pendampingan proses 

pemulasaran dan 

pemakaman Jenazah 

 

   

 15 menit - Pendampin

gan 

pemakaman  

8 Pelaporan ke Dinas 
Sosial, pengurusan 
administrasi di 
pelayanan kesehatan, 
Kependudukan, BPJS 
kesehatan 

 

   

- Surat 

keterangan 

Kematian dari 

Rumah sakit 

- Surat 

pengantar 

RT/RW 

- KK/ KTP lansia 

meninggal 

- Surat 

keterangan 

kematian  dari 

kelurahan  

- KK/ KTP 

Penghuni Griya 

Lansia 

15 menit - Akta 

kematian  

9 Melaporkan 
pelaksanaan 
pemakaman  

     15 menit - Laporan 

kesehatan 

lansia 

 

 

 
 
 
 
 
 



12.Standar Pelayanan Pengangkatan Anak/Adopsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR  SOP  427.42/II/1.05/2020 

TGL  PEMBUATAN       September 2018 

TGL  REVISI       Agustus 2019 

TGL  EFEKTIF  21 September 2020  

DISAHKAN  OLEH  Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA  SPP  REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN 
PENGANGKATAN ANAK 

DASAR  HUKUM :  KUALIFIKASI PELAKSANA :  

1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  

3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  

4. Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan 
Pengangkatan Anak  

5. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP 
dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota  

6. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan  

7. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan  

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial 
Kabupaten Lumajang 

 

1. Berijazah minimal SLTA atauyang sederajat  

2. Memiliki pengetahuan dan pemahamanan atas  

3. Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang  

4. Persyaratan Pengangkatan Anak  

5. Ramah dan berpenampilan menarik   

6. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer  

 

 

 

KETERKAITAN :  PERALATAN / PERLENGKAPAN :  

a. SOP Bagian Kesekretariatan  

b. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  

c. SOP Bidang Penanganan Fakir Miskin dan 
Pemberdayaan Sosial  

d. SOP Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

  

a. Format isian  rekomendasi pendampingan ABH 

b. Lemari, Filling cabinet  

c. Komputer/laptop, printer  

d. Jaringan internet  

e. Alat tulis kantor  

 

PERINGATAN :  PENCATATAN  DAN PENDATAAN :  

Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan  
kepada masyarakat;  

Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan 
sepenuh hati 

 

 

 

 

 

 

Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan tertib  

 



 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

STAF / 
PEKSOS 

KASI KABID KADIS ALAT WAKTU OUTPUT 

1 Pemohon mengajukan rekomendasi 
permohonan izin pengankatan anak 
ke Dinas Sosial Kabupaten 
Lumajang 

    
  

Berkas 

Permohonan 

2 Kepala Seksi Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut 

Usia dan Pekerja Sosial melakukan 

peninjauan dan pemeriksaan 

lapangan untuk wawancara dengan 

Pemohon ( Calon OrangTua Angkat) 

    

Interview 15  menit  

3 Berkas Permohonan apabila tidak 

memenuhi syarat maka disampaikan 

surat pemberitahuan. Apabila 

memenuhi syarat , Kepala Seksi 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Anak dan Lanjut Usia dan Pekerja 

Sosial 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buku 

Agenda 

Surat 

Masuk 

2 menit 
Pengechekan 

Data 

4 Menyusun konsep permohonan izin 

pengangkatan anak 

    
Komputer 10 menit 

Konsep 

Rekomendasi 

5 Konsep surat rekomendasi 

disampaikan kepada Kepala Bidang 

untuk ditelaah dan diparaf 

    

Buku 

Agenda 
5 menit  

6 Kepala Dinas menandatangani 
rekomendasi permohonan izin 
pengangkatan anak. 

    

  

Tanda 

Tangan 

Kadis 

7 Rekomendasi diserahkan ke Kepala 
Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi 
Sosial Anak dan Lanjut Usia dan 
Pekerja Sosial 

    
   

8 Pekerja sosial mengajukan  surat 
rekomendasi permohonan izin 
pengangkatan anak ke Dinas Sosial 
Propinsi 
 

    

 3 menit Rekomendasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13.Standar Pelayanan Pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR  SOP  427.42/II/1.06/2020    

TGL  PEMBUATAN       September 2018 

TGL  REVISI  21 September 2020 

TGL  EFEKTIF  21 September 2020 

 DISAHKAN  OLEH  Kepala Dinas Sosial  
  

  
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

 NAMA  SOP  REKOMENDASI  PENDAMPINGAN 
DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI 
ABH 

DASAR  HUKUM :  KUALIFIKASI PELAKSANA :  

1. Undang-undang RI No.11 th.2009 tentang kesejahteraan 
sosial 

2. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 

3. Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan 
anak 

4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai 
Masalah; 

6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  No 1 Tahun 
2014 tentang Pelaksanaan Diversi 

7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
Pengesahan Convention On The Right Of The Child 
(Konvensi Tentang Hak - Hak Anak); 

8. Permensos No. 09 tahun 2015 tentang Pedoman 
Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan 
Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial 

9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten 
Lumajang 
 

1. Berijazah minimal SLTA atauyang sederajat  

2. Memiliki pengetahuan dan pemahamanan atas  
3. Permensos No. 09 tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi 

Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

4. Ramah dan berpenampilan menarik   
5. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer  
  
  
  

KETERKAITAN :  PERALATAN / PERLENGKAPAN :  

a. SOP Bagian Kesekretariatan  
b. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  
c. SOP Bidang Penanganan Fakir Miskin dan 

Pemberdayaan Sosial  
d. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas 

Sosial Propinsi Jatim, Kemensos.   

a. Format isian  rekomendasi permohonan izin pengangkatan 
anak   

b. Lemari, Filling cabinet  
c. Komputer/laptop, printer  
d. Jaringan internet  
e. Alat tulis kantor  

PERINGATAN :  PENCATATAN  DAN PENDATAAN :  

Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan  
kepada masyarakat;  
Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan 
sepenuh hati  

Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan tertib  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

STAF / 
PEKSOS 

KASI KABID KADIS Alat Waktu Output 

1 Pelapor memberikan  

laporan terkait ABH/ AMPK ke 
pihak Dinas Sosial 

    

  
Berkas 

Permohonan 

2 Petugas menerima laporan dan 

menugaskan sakti peksos untuk 

melakukan Asesmen lapangan 

    

Interview 15  menit  

3 Kepala Seksi Pelayanan dan 
Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia 
menyiapkan persyaratan 
administratif: melakukan 
identifikasi dan registrasi, 
melakukan penelusuran dan 
penelaahan masalah 
(assessment). 

    

Buku 

Agenda 

Surat 

Masuk 

2 menit 
Pengechekan 

Data 

4 Konsep surat rekomendasi 
pendampingan / surat tugas 
disampaikan kepada Kepala 
Bidang untuk ditelaah dan diparaf  

    Buku 

Agenda 
5 menit  

5 Kepala Dinas menandatangani 
Rekomendasi  Pendampingan / 
Surat Perintah Tugas. 

    

  

Tanda 

Tangan 

Kadis 

6 Rekomendasi diserahkan ke 
Kepala Seksi Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial Anak dan 
Lanjut Usia dan Pekerja Sosial 
 
 

    

   

7 Pekerja sosial melaksanakan 
pendampingan kepada Klien 

 
 

    

 3 menit Rekomendasi 

 
Jumlah Waktu Pelayanan 

     35 Menit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14.Standar Pelayanan Rekomendasi Pendampingan bagi Lansia Terlantar di  Griya Lansia Gerbang Mas 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR  SOP  427.42/II/1.07/2020 

TGL  PEMBUATAN  September 2018 

TGL  REVISI  21 September 2020 

TGL  EFEKTIF  21 September 2020 

 DISAHKAN  OLEH  Kepala Dinas Sosial  
  

  
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

 NAMA  SOP  Rekomendasi  dan  Pendampingan  
Pekerja  Sosial bagi Lansia Terlantar ke 
Griya Lansia Gerbang Mas 

DASAR  HUKUM :  KUALIFIKASI PELAKSANA :  

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim 
Jaminan Sosial Nasional; 

2. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial; 

3. Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Lanjut Usia; 
4. UU No.4 Tahun 1965 Tentang Bantuan Penghidupan 

Kepada Lanjut Usia / Jompo Terlantar; 

5. UU No.13 Thn.1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 
Terlantar; 

6. PP No.43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan 
UpayaPeningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia; 

7. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan; 

8. UU No.4 Tahun 1965 Tentang Bantuan Penghidupan 
Kepada Lanjut Usia / Jompo Terlantar; 

9. UU No.13 Thn.1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 
Terlantar; 

10. PP No.43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan 
UpayaPeningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. 

11. Kepres No.52 Tahun 2004 ttg Komisi (KOMNAS) Lanjut 
Usia; 

12. Permendagri No.60/2008 tentang Pedoman 
Pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Penanganan Lansia di Daerah; 

13. Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan 
Lanjut Usia Tahun 2009 – 2014. 

14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten 
Lumajang 
 

1. Berijazah minimal SLTA atauyang sederajat  
2. Memiliki pengetahuan dan pemahamanan atas  
3. Orang jompo / perawat. 
4. Ramah dan berpenampilan menarik   
5. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer  
 
  
  

KETERKAITAN :  PERALATAN / PERLENGKAPAN :  

a. SOP Bagian Kesekretariatan  

b. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  

c. SOP Bidang Penanganan Fakir Miskin dan 
Pemberdayaan Sosial  

d. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 
Dinas Sosial Propinsi Jatim, Kemensos.   
 

a. Format isian  Izin tinggal di Panti Jompo 

b. Lemari, Filling cabinet  

c. Komputer/laptop, printer  

d. Jaringan internet  

e. Alat tulis kantor  

PERINGATAN :  PENCATATAN  DAN PENDATAAN :  

Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan  
kepada masyarakat;  
Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan 
sepenuh hati  
 
 

Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan tertib  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

STAF / 
PEKSOS 

KASI KABID KADIS Alat Waktu Output 

1 Petugas Desa/Kelurahan 
membuat surat permohonan 
kepada Dinas Sosial tentang 
permintaan rehabilitasi  

    
  

Berkas 

Permohonan 

2 Petugas Dinas Sosial 

menugaskan Pekerja Sosial 

atau Tenaga Kerja Sosial 

Profesional untuk melakukan 

verifikasi lapangan dan 

asesmen 

    

Interview 15  menit  

3 Kasi Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial Anak dan 
Lanjut Usia  menyiapkan 
persyaratan administratif 
meliputi : identifikasi dan 
registrasi, penelusuran dan 
penelaahan masalah 
(assessment); 

    

Buku 

Agenda 

Surat 

Masuk 

2 menit 
Pengechekan 

Data 

4 Kepala Bidang menelaah 

dan memparaf persetujuan 

  

    

Buku 

Agenda 
5 menit  

5 Kepala Dinas Sosial 
menandatangan 
Persetujuan Klien untuk 
Tinggal di Panti  

 

    

  
Tanda Tangan 

Kadis 

6 Rekomendasi diserahkan ke 
Kepala Seksi Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial Anak dan 
Lanjut Usia dan Pekerja 
Sosial 
 
 

    

   

7 Klien dikirim ke panti  Jompo 
Griya Lansia Gerbangmas  
 
 

    
 3 menit Rekomendasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.Standar Pelayanan Rekomendasi Pencabutan KIS 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR SOP 427.42/IV/1.02/2020 

TGL. PEMBUATAN 02Januari 2020 

TGL. REVISI 21 September 2020 

TGL. EFEKTIF 21 September 2020 

DISAHKAN OLEH 
 
 

Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP PENONAKTIFAN / PENCABUTAN KARTU 
KIS PBID 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN 

1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional 

2. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang 
Jaminan Kesehatan 

3. Permensos No. 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan 
Iuran Jaminan Kesehatan 

4. Permensos No. 5 Tahun 2016 tentang Penerima 
Bantuan Iuran Jaminan Sosial 

5. Kepmensos No. 19 Tahun 2020 tentang DTKS Tahun 
2020  

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Teknis Pelaksanaan Bantuan Pelayanan 
Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah bagi 
Masyarakat Miskin, Orang Tidak Mampu dan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di 
Kabupaten Lumajang 

a. Memahami persyaratan untuk pengajuan penonaktifan / pencabutan 
kartu KIS PBID 

b. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan pemohon 

c. Memiliki kemampuan membuat pengajuan penonaktifan / 
pencabutan kartu KIS PBID 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : 

a. SOP Penerbitan Rekomendasi Pengajuan KIS PBID 

b. SOP Pengusulan Calon Peserta Penerima Bantuan 
Iuran Daerah (PBI-Daerah) 

c. SOP Penerbitan Rekomendasi Surat Pernyataan Miskin 
(SPM) 

a. ATK; 
b. Komputer/Laptop; 
c. Dokumen Persyaratan Pengajuan Penonaktifan / Pencabutan KIS 

PBID; 
d. Asli Kartu KIS PBID 
e. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) 
f. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
g. Surat pernyataan penonaktifan / pencabutan kartu KIS PBID  

 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alur SOP Pencabutan KIS PBID 

 

Pemohon tidak diberikan tanda terima utk pengurusan penonaktifan / pencabutan KIS PBID. 

Tanda tangan formulir pencabutan KIS PBID yang menyatakan bahwa keluar dari tanggungan kesehatan daerah  

Misal pindah daerah, menjadi TKI/TKW, mampu membayar sendiri biaya kesehatannya, menjadi CPNSD. 

 
 
 
 
 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Pengelola 
Kasi 

 
Kabid    Sekdin Kadin Alat Waktu Output 

1. Petugas menerima pemohon yang 

mengurus penon aktifan / pencabutan 

KIS PBID serta melakukan wawancara  

  
               

   Dokumen 

persyaratan 

Surat 

Rekomendasi 

10 
menit 

Dokumen 

diserahkan 

2. Petugas memeriksa kelengkapan 
berkas administratif dari pemohon 
dengan dasar sebagai berikut : 
a. Diterbitkan surat penon aktifan / 

pencabutan pada hari itu apabila 
dipenuhi  syarat utama, yaitu surat 
pernyataan penonaktifan, Kartu KIS 
PBID,  fotokopi KK dan KTP 

b. Tidak di terbitkan surat pernyataan 
penonaktifan apabila persyaratan 
belum lengkap. 

Ya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 

  
 
 

 
 
 

 Dokumen 
persyaratan 
Pencabutan KIS 
PBID 
 
 

15 
menit 

Dokumen 

lengkap 

3. Petugas mengumpulkan persyaratan 

penonaktifan / pencabutan KIS PBID 

serta memberikan informasi bahwa 

penonaktifan / pencabutan KIS PBID 

menunggu proses dari pihak BPJS 

dengan kurun waktu ± 3 bulan. 

 
 
 

    Dokumen 
persyaratan  
valid 

5 
menit 

Dokumen 
persayaratan 
penonaktifan 
valid 

4. Petugas menyimpan doku men 

persyaratan penon aktifan / 

pencabutan KIS PBID kolektif per 

bulan. 

     Dokumen 
persyara tan 
valid 

5 
menit 

Dokumen  asli 
dan salinan 

5. Surat Rekomendasi penonaktifan yang 
telah dibuat diajukan untuk 
mendapatkan pengesahan secara 
berjenjang melalui paraf hierarki, yaitu 
mulai dari kasi Linjamsos, Kabid 
Linjamsos dan Sekretaris Dinas Sosial 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

    30 
menit 

Surat 
Rekomendasi 
yang sudah 
diparaf 
hierarki oleh 
Kasi, Kabid 
dan 
Sekretaris 

6. Surat Rekomendasi yang telah diparaf 

hierarki kemudian diajukan kepada 

Kepala / Sekretaris Dinas  Sosial 

untuk mendapat persetujuan dan 

melampir kan dokumen persyaratan 

  

 

 
 
 
 
       

  Surat 
Rekomendasi  
yang telah 
diparaf hierarki 

15 
menit 

Surat 
Rekomendasi 
valid 

7. Petugas menyampaikan surat 

rekomendasi / penonaktifan KIS PBID 

ke BPJS Kab/Kota  

     Dokumen 
persyara tan 
valid 

5 
menit 

Dokumen  asli 
dan salinan 

8. Fotokopi / salinan Surat Rekomendasi 

1 lembar disimpan di Dinas Sosial 

sebagai arsip 

     Dokumen 
persyara tan 
valid 

5 
menit 

Arsip salinan  

9. Kasi dan/ Kabid Linjamsos 

melaksanakan rekonsiliasi bersama 

BPJS Kab/Kota terkait pengajuan 

penon aktifan / pencabutan KIS PBID 

(awal bulan setiap 1 bulan sekali) 

     Dokumen 
persyara tan 
valid 

5 
menit 

Arsip salinan 

10. Pengajuan penonaktifan / pencabutan 

KIS PBID diterima dan informasi non 

aktif kartu oleh TKSK 

        



 
16.Standar Pelayanan Rekomendasi Penerbitan SPM (Surat Pernyataan Miskin) 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR SOP 427.42/IV/1.03/2020 

TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020 

TGL. REVISI 21 September 2020 

TGL. EFEKTIF 21 September 2020 

DISAHKAN OLEH 
 
 

Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP SOP PENERBITAN SURAT PERNYATAAN 
MISKIN (SPM) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN 

1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional 

2. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

3. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang 
Jaminan Kesehatan 

4. Permensos No. 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan 
Iuran Jaminan Kesehatan 

5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Teknis Pelaksanaan Bantuan Pelayanan 
Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah bagi 
Masyarakat Miskin, Orang Tidak Mampu dan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di 
Kabupaten Lumajang 

6. Peraturan Bupati Lumajang No. 17 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Kesehatan bagi 
Masyarakat Miskin di Kabupaten Lumajang 

1. Memahami persyaratan untuk penerbitan Surat Pernyataan Miskin 
(SPM) 

2. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan pemohon 

3. Memiliki kemampuan membuat Surat Pernyataan Miskin (SPM) 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : 

a. SOP Penerbitan Rekomendasi Pengalihan BPJS 
Mandiri menjadi Peserta KIS PBID 

b. SOP Pengusulan Calon Peserta Penerima Bantuan 
Iuran Daerah (PBI-Daerah) 

c. SOP Penerbitan Rekomendasi Keringanan / 
Pembebasan Biaya Kesehatan di Rumah Sakit 
Pemerintah 

a. ATK; 
b. Komputer/Laptop; 
c. Dokumen Persyaratan Surat Pernyataan Miskin (SPM) ; 
d. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan di tanda 

tangani Camat 
e. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) 
f. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

  

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus valid 
sesuai dengan data termohon yang tercantum dalam 
data kependudukan terkait dengan pemeriksaan 
dokumen yang dilakukan di tempat pelayanan 
kesehatan yang dituju. 
 

Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alur SOP Penerbitan Rekomendasi Surat Pernyataan Miskin 

Surat pernyataan miskin untuk mengurus KIP, pengajuan beasiswa,  

 
 

NO Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Pengelola 
Kasi 

 
Kabid    Sekdin Kadin Alat Waktu Output 

1. Petugas menerima pemohon 

yang mengurus Surat 

Pernyataan Miskin (SPM) serta 

melakukan wawancara 

  
               

   Dokumen 

persyara 

tan SPM 

10 menit Dokumen 

diserahkan 

2. Petugas memeriksa keleng 
kapan dokumen adminis tratif 
dari termohon dengan dasar 
sebagai berikut : 
a. Diterbitkan SPM pada hari 

itu apabila dokumen 
persyaratan lengkap yaitu 
SKTM dari Desa dan ditanda 
tangani Camat, Fotokopi KK 
dan KTP. 

b. Tidak diterbitkan SPM 
apabila sebagian besar 
dokumen persyaratan belum 
lengkap. 

 

 
Ya 
 
 
 
 
 
 
 
 
tidak 

  
 
 

 
 
 

 Dokumen 
persyarata
n SPM 
 
 

15 menit Dokumen 

lengkap 

3. Petugas memverifikasi dan 

meneliti semua data yang telah 

diberikan, atas dasar sebagai 

berikut : 

c. Data termohon dipadan kan 

dengan data DTKS. 

d. Data tidak boleh dobel 

dengan data PBI-Daerah 

maupun PBI-Pusat 

  
 
 
 
 

   Data Kartu 
Keluarga  

15 menit Dokumen 
persayarata
n SPM valid 

4. Petugas membuat Surat 

Pernyataan Miskin (SPM) 

sesuai data yang telah diberikan 

oleh pemohon serta maksud 

dan tujuan yang diinginkan. 

 
 
 

    Dokumen 
persyarata
n SPM 
valid 

5 menit Dicetak / print 

5. Surat Pernyataan Miskin (SPM) 
yang dibuat harus memuat 
unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Data Kependudukan (nama, 

alamat, tempat tanggal lahir, 
NIK) 

b. Maksud dan tujuan 
diterbitkan SPM 

c. Tanggal penerbitan SPM 
d. Tanda Tangan Kepala / 

Sekretaris Dinas Sosial 
 

   
 
 
 
  

  Surat Per 
nyataan 
Miskin 
(SPM) yang 
telah 
dipcetak/ 
print 

5 menit SPM 
Diverifikasi 

6. SPM yang telah dibuat diajukan 
untuk men dapatkan 
pengesahan secara berjenjang 
melalui paraf hierarki, yaitu 
mulai dari kasi Linjamsos, Kabid 
Linjamsos dan Sekretaris Dinas 
Sosial 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

   Surat Per 
nyataan 
Miskin 
(SPM) 
yang telah 
dipcetak/ 
print 

30 menit SPM yang 
sudah diparaf 
hierarki oleh 
Kasi, Kabid 
Linjamsos 
dan 
Sekretaris 
 

7. SPM yang telah diparaf hierarki 

kemudian diajukan kepada 

Kepala  Dinas Sosial untuk 

mendapat persetuju an dan 

ditandatangani dengan 

melampirkan dokumen 

persyaratan 

  

 

 
 
 
 
       

  SPM yang 
telah diparaf 
hierarki 

15 menit SPM valid 

8. SPM yang telah ditandatangani 

difotocopi sebanyak 2 lembar 

     SPM yang 
telah ditan 
datangani 
Kadin 

5 menit Dokumen 
SPM asli 
dan salinan 

9. Fotokopi SPM 1 lembar 

disimpan di Dinas Sosial 

sebagai arsip. Dokumen asli 

dan sisa fotokopi diserah kan 

kepada pemohon 

     SPM yang 
telah ditan 
datangani 
Kadin 

5 menit Arsip salinan 
SPM 



17.Standar Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 
  

NOMOR  SOP  427.42/IV/3.02/2020 

TGL  PEMBUATAN  02 Januari 2020 

TGL  REVISI  21 September 2020 

TGL  EFEKTIF  21 September 2020 

  DISAHKAN  OLEH  Kepala Dinas Sosial  
  

  
 
 

  
Dra. DEWI SUSIYANTI 

NIP. 19640617 199603 2 002 

 NAMA  SOP  PEMULANGAN ORANG TERLANTAR  

DASAR  HUKUM :  KUALIFIKASI PELAKSANA :  

1. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial 
penyandang cacat; 

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian 
Sosial RI 

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2017 tentang 
Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang 

 

1. Berijazah minimal SLTA atauyang sederajat  

2. Memiliki pengetahuan dan pemahamanan atas  

Penanganan Tuna Sosial Ramah dan berpenampilan menarik   

3. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer  

  

  

  

KETERKAITAN :  PERALATAN / PERLENGKAPAN :  

1. SOP Bagian Kesekretariatan  

2. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  

3. SOP Bidang Penanganan Fakir Miskin dan 
Pemberdayaan Sosial  

4. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas 
Sosial Propinsi Jatim, Kemensos.   

a. Format isian  rekomendasi permohonan izin Rehabilitasi, 
Form Penerimaan, Form Asessmet,  Form Rujukan  

b. Lemari, Filling cabinet  

c. Komputer/laptop, printer  

d. Jaringan internet  

e. Alat tulis kantor  

PERINGATAN :  PENCATATAN  DAN PENDATAAN :  

Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan  
kepada masyarakat;  

Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan 
sepenuh hati  

Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan tertib  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alur SOP Pemulangan Orang Terlantar  

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

STAF / 

PEKSOS / 

TKSK 

KASI KABID KADIS Alat Waktu Output 

1 Petugas 
Desa/Kelurahan/pelapor/TKSK  
membuat surat permohonan 
kepada Dinas Sosial tentang 
permintaan pemulangan 
 

    

  
Berkas 

Permohonan 

2 Pekerja Sosial / TKSK atau 
Tenaga Kerja Sosial 
Profesional untuk melakukan 
verifikasi lapangan; 
 
 

    

Interview 
30 

Menit 
 

3 Kasi Pelayanan dan 
Rehabilitasi  Tuna Sosial 
menyiapkan persyaratan 
administratif meliputi : 
identifikasi dan registrasi, 
penelusuran dan penelaahan 
masalah (assessment) serta 
Membuat Rekomendasi; 

    

Buku 

Agenda 

Surat 

Masuk 

10 

menit 

Pengechekan 

Data 

4 Konsep surat rekomendasi 
pendampingan / surat tugas 
disampaikan kepada Kepala 
Bidang untuk ditelaah dan 
diparaf  

    
Buku 

Agenda 
5 menit  

5 Kepala Dinas 

menandatangani Pemulangan 

Orang Terlantar 

    

Berkas  

Tanda 

Tangan 

Kadis 

6 Rekomendasi diserahkan ke 
Kepala Seksi Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial  Tuna 
Sosial dan Pekerja Sosial 
 

    

Berkas    

7 Pekerja sosial melaksanakan 
pendampingan kepada Klien  

 

 
 

    

Berkas  3 menit Rekomendasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18.Standar Pelayanan Pengajuan KIS 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 

NOMOR SOP 427.42/IV/1.04/2020 

TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020 

TGL. REVISI 21 September 2020 

TGL. EFEKTIF 21 September 2020 

DISAHKAN OLEH 
 
 

Kepala Dinas Sosial  
  

  
  
 
 

Dra. DEWI SUSIYANTI 
NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA SOP REKOMENDASI PENGAJUAN KIS PBID 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN 

1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional 

2. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

3. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan 
Kesehatan 

4. Permensos No. 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran 
Jaminan Kesehatan 

5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Teknis Pelaksanaan Bantuan Pelayanan 
Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah bagi Masyarakat 
Miskin, Orang Tidak Mampu dan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lumajang 

6. Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Program JKN KIS 
bagi seluruh penduduk Kab. Lumajang 
 

a. Memahami persyaratan untuk penerbitan rekomendasi pengajuan KIS 
PBID 

b. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan pemohon 
c. Memiliki kemampuan membuat Surat rekomendasi pengajuan KIS 

PBID 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penerbitan Rekomendasi Pengalihan BPJS Mandiri 
menjadi Peserta KIS PBID 

2. SOP Pengusulan Calon Peserta Penerima Bantuan Iuran 
Daerah (PBI-Daerah) 

3. SOP Penerbitan Rekomendasi Keringanan / Pembebasan 
Biaya Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah 

a. ATK; 
b. Komputer/Laptop; 
c. Dokumen Persyaratan Surat Pernyataan Miskin (SPM) ; 
d. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan di tanda 

tangani Camat 
e. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) 
f. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
 

  

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus valid sesuai 
dengan data termohon yang tercantum dalam data 
kependudukan terkait dengan pemeriksaan dokumen yang 
dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang dituju. 
 

Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alur SOP Penerbitan Rekomendasi Pengajuan KIS PBID 

Catatan : 

1) Pengajuan KIS PBID hanya dikoordinir saja tanpa ada tanda terima ke pemohon. 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Pengelola 
Kasi 

 
Kabid    Sekdin Kadin Alat Waktu Output 

1. Petugas menerima pemohon 
yang mengurus Surat Rekom 
endasi Pengajuan KIS PBID 
serta melakukan wawancara  

  
               

   Dokumen 
persyara tan 
Surat 
Rekomendasi 

10 
menit 

Dokumen 
diserahkan 

2. Petugas memeriksa keleng 
kapan berkas administratif 
termohon dengan dasar 
sebagai berikut : 
a. Diterima pada hari itu 

apabila dipenuhi persya 
ratan yaitu SKTM dari Desa 
dan ditanda tangani Camat, 
fotokopi KK dan KTP 

b. Tidak diterima apabila 
dokumen persyaratan belum 
lengkap 

 

Ya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 

  
 
 

 
 
 

 Dokumen 
persyaratan Surat 
Rekomendasi 
 
 

15 
menit 

Dokumen 
lengkap 

3. Petugas memverifikasi dan 
meneliti semua data yang telah 
diberikan, atas dasar sebagai 
berikut : 
e. Data dipadankan dengan 

data DTKS 
f. Data tidak boleh dobel 

dengan data PBI-Daerah 
maupun PBI-Pusat 

  
 
 
 
 

   Data Kartu 
Keluarga 
termohon 

15 
menit 

Dokumen 
persayarata
n Surat 
Rekomenda
si valid 

4. Petugas mengumpulkan 
persyaratan pengajuan  KIS 
PBID serta memberikan 
informasi bahwa pengajuan KIS 
PBID menunggu survey dari 
TKSK dan proses dari pihak 
BPJS dengan kurun waktu ± 3 
bulan serta infor masi apakah 
ada anggota keluarga yang 
sedang sakit serta memerlukan 
pengobatan 

 
 
 

    Dokumen 
persyaratan  valid 

5 
menit 

Dokumen 
persayara tan 
Surat 
Rekomendasi 
Pengali han 
valid 

5. Petugas menyimpan doku men 
persyaratan pengajuan  KIS 
PBID serta membuat surat 
rekomendasi / penga juan KIS 
PBID secara kolektif per bulan. 

     Dokumen 
persyara tan valid 

5 
menit 

Dokumen  
asli dan 
salinan 

6. Surat Rekomendasi / pengajuan 
yang telah dibuat diajukan untuk 
menda patkan pengesahan 
secara berjenjang melalui paraf 
hierarki, yaitu mulai dari kasi 
Linjamsos, Kabid Linjamsos dan 
Sekretaris Dinas Sosial 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

    30 
menit 

Surat 
Rekomen dasi 
yang sudah 
diparaf 
hierarki oleh 
Kasi, Kabid 
dan 
Sekretaris 
 

7. Surat Rekomendasi yang telah 
diparaf hierarki kemudian 
diajukan kepada Kepala / 
Sekretaris Dinas  Sosial untuk 
mendapat persetujuan dan 
melampir kan dokumen 
persyaratan 

  

 

 
 
 
 
       

  Surat 
Rekomendasi  
yang telah diparaf 
hierarki 

15 
menit 

Surat 
Rekomenda
si valid 

8. Petugas menyampaikan surat 
rekomendasi / pengajuan KIS 
PBID ke BPJS Kab/Kota  

     Dokumen 
persyara tan valid 

5 
menit 

Dokumen  
asli dan 
salinan 

9. Fotokopi / salinan Surat 
Rekomendasi 1 lembar 
disimpan di Dinas Sosial 
sebagai arsip 

     Dokumen 
persyaratan valid 

5 
menit 

Arsip salinan  

10
. 

Kasi dan/ Kabid Linjamsos 
melaksanakan rekonsiliasi 
bersama BPJS Kab/Kota terkait 
pengajuan KIS PBID (awal 
bulan setiap 3 bulan sekali) 

     Dokumen 
persyaratan valid 

5 
menit 

Arsip salinan 

11. Pengajuan KIS PBID diterima 
dan diterbitkan kartu KIS PBID 
dan distribusi kartu oleh TKSK 

        



2) Pengajuan ke BPJS dilakukan secara kolektif sebulan  

3) sekali oleh Dinsos.  

4) Pemohon diberikan informasi bahwa Dinsos hanya mengusulkan saja dan keputusan disetujui atau tidak ada pada pihak 

BPJS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Terlantar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 
 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 
  

NOMOR  SOP  427.42/II/2.01/2020 

TGL  PEMBUATAN  31 Agustus 2018  

TGL  REVISI  21 September 2020 

TGL  EFEKTIF  21 September 2020 

DISAHKAN  OLEH  Kepala Dinas Sosial  
  

  
  
 
 

Dra. DEWI SUSIYANTI 
NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA  SOP  PEMBERIAN REKOMENDASI TERLANTAR  
BAGI  PEMERLU PELAYANAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) 
 

DASAR  HUKUM :  KUALIFIKASI PELAKSANA :  

1. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial;  

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian 
Sosial RI; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten 
Lumajang 

7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun  2019 tentang 
Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 
Kabupaten Lumajang 

a Berijazah minimal SLTA atau yang sederajat  

b Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas  
c Penanganan dan permasalahan Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS)  

d Cekatan, ramah dan berpenampilan rapi 

e Mempunyai kemampuan komunikasi verbal yang baik 
f Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer  

g Mempunyaki kemampuan berkoordinasi dengan lintas sektor dan 
masyarakat 

 
  
  

KETERKAITAN :  PERALATAN / PERLENGKAPAN :  

1. SOP Bagian Kesekretariatan  
2. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  
3. SOP Bidang Penanganan Fakir Miskin dan 

Pemberdayaan Sosial  
 

a. Format isian rekomendasi Permohonan Izin Rehabilitasi, , Form 
Asessment, Form Rujukan, Berkas Pendukung lainnya 

b. Lemari, Filling Cabinet  
c. Komputer/ laptop, printer  
d. Jaringan internet  
e. Alat tulis kantor  

 

PERINGATAN :  PENCATATAN  DAN PENDATAAN :  

a. Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan  
kepada masyarakat; 

b. Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan 
sepenuh hati. 

 

Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan tertib  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI TERLANTAR 
BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) 

 

 

 

 

NO Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Pengelola 
 

Kasi 
 

Kabid  Sekdin Kadin Alat Waktu Output 

1. Petugas menerima pemohon yang 

mengurus Surat Rekomendasi 

Terlantar serta melakukan wawancara  

  
 

   Dokumen 
persyarat
an Surat 
Rekomen
dasi 
Terlantar  
 

10 
menit 

Dokumen 

diserahkan 

2. Petugas memeriksa kelengkapan 
dokumen administratif dari pemohon 
dengan dasar sebagai berikut : 
a. Diterbitkan Surat Rekomendasi 

pada hari itu apabila dipenuhi 
persyaratan 

b. Tidak diterbitkan Surat 
Rekomendasi apabila dokumen 
persyaratan belum lengkap 

 

Ya 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 

  
 
 

 
 
 

 Dokumen 
persyarat
an Surat 
Rekomen
dasi 
Terlantar  
 
 

10 
menit 

Dokumen 

lengkap 

3. Petugas memverifikasi dan meneliti 
semua data yang telah diberikan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
g. Melakukan verifikasi dan 

koordinasi dengan Peksos/ TKSK 
wilayah terkait klien PPKS 

h. Melakukan verifikasi dan 
koordinasi dengan Puskesmas, 
Rumah Sakit dan UPT Dinsos 
Provinsi Jawa Timur terkait 
pelayanan dan kuota bagi klien 
PPKS 
 

  
 
 
 
 

   Data 
Penduku
ng  

30 
menit 

Dokumen 
persayarata
n Surat 
Rekomenda
si lengkap 

4. Petugas membuat Surat 

Rekomendasi Terlantar Bagi PPKS 

sesuai data yang telah diberikan oleh 

pemohon  

 
 
 

    Dokumen 
persyarat
an 
lengkap 

5 
menit 

Dicetak / print 

5. Surat Rekomendasi Terlantar Bagi 
PPKS yang dibuat harus memuat 
unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Data dan keterangan lokasi 

ditemukannya klien 
b. Maksud dan tujuan pembuatan 

surat rekomendasi 
c. Lokasi Tujuan  
d. Tanggal penerbitan Surat 

Rekomendasi 
e. Tanda Tangan Kepala Dinas 

Sosial 
 

   
 
 
 
 

  Surat 
Rekome
ndasi 
yang 
telah 
dicetak/ 
print 

5 
menit 

Surat 
Rekomendasi 
diverifikasi 

6. Surat Rekomendasi yang telah dibuat 
diajukan untuk mendapatkan 
pengesahan secara berjenjang 
melalui paraf hierarki, yaitu mulai dari 
Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi 
Sosial Tuna Sosial, Kabid 
Rehabilitasi Sosial dan Sekretaris 
Dinas Sosial 

 
 
 
 

 
 

 

    15 
menit 

Surat Reko 
mendasi yang 
telah diparaf 
hierarki oleh 
Kasi 
Yanrehsos 
Tuna Sosial, 
Kabid Rehsos 
dan 
Sekretaris 
Dinas Sosial 
 

7. Surat Rekomendasi yang telah diparaf 

hierarki diajukan kepada Kepala Dinas  

Sosial untuk mendapat persetujuan 

dan tanda tangan dengan melampirkan 

dokumen persyaratan  

  

 

 
 
 
 
 

  Surat 
Rekomen
dasi  yang 
telah 
diparaf 
hierarki 

15 
menit 

Surat 
Rekomenda
si yang telah 
ditandatang
ani 

8. Surat Rekomendasi Terlantar yang 

telah ditanda tangani di fotokopi 

sebanyak 2 lembar, 1 lembar 

disimpan di Dinas Sosial sebagai 

arsip 

     Surat 
Rekomen
dasi yang 
telah 
ditandata
ngani 
Kepala 
Dinas 
Sosial 

5 
menit 

Dokumen 
Surat 
Rekomenda
si asli dan 
salinan 



20. Standar Pelayanan Pendampingan Dan Penanganan Rujukan Serta Pemulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  

 

                                                                                                  

 
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 
  

NOMOR  SOP  427.42/II/2.02/2020 

TGL  PEMBUATAN  31 Agustus 2018  

TGL  REVISI  21 September 2020 

TGL  EFEKTIF  21 September 2020 

DISAHKAN  OLEH  Kepala Dinas Sosial  
  

  
  
 
 

Dra. DEWI SUSIYANTI 
NIP. 19640617 199603 2 002 

NAMA  SOP  PENDAMPINGAN DAN PENANGANAN 
RUJUKAN SERTA PEMULANGAN ORANG 
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) 
 

DASAR  HUKUM :  KUALIFIKASI PELAKSANA :  

1. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial;  

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian 
Sosial RI; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten 
Lumajang 

7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun  2019 tentang 
Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 
Kabupaten Lumajang 
 

a Berijazah minimal SLTA atau yang sederajat  
b Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas  
c   Penanganan dan permasalahan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ)  
d Cekatan, ramah dan berpenampilan rapi 
e Mempunyai kemampuan komunikasi verbal yang baik 
f Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer  
g Mempunyaki kemampuan berkoordinasi dengan lintas sektor dan 

masyarakat 
 

  
  

KETERKAITAN :  PERALATAN / PERLENGKAPAN :  

a. SOP Bagian Kesekretariatan  
b. SOP Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  
c. SOP Bidang Penanganan Fakir Miskin dan 

Pemberdayaan Sosial  
 

a Berita Acara, Form Asessment,  Form Rujukan, Data Pendukung lainnya 

b Lemari, Filling cabinet  
c Komputer/laptop, printer  

d Jaringan internet  
e Alat tulis kantor  

 

PERINGATAN :  PENCATATAN  DAN PENDATAAN :  

a Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan  
kepada masyarakat; 

b Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan 
sepenuh hati. 

 

Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan tertib  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUR PENDAMPINGAN DAN PENANGANAN RUJUKAN 
SERTA PEMULANGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)  

 

NO Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Dinsos/ 
TKSK 

 
Desa/Kec
amatan 

 

Dinkes 
(Puskesmas

/RS) 

   
Dispendu

kcapil 
 

RSJ/UPT 
Dinsos 

Prov.Jatim 
Alat Waktu Output 

1. Petugas menerima laporan penemuan 

ODGJ terlantar dari masyarakat, TKSK 

maupun hasil razia Satpol PP  

  
 

   Form 
Assesment 
dan Berita 
Acara Hasil 
Razia 

15 menit Dokumen  

Assesment dan 

Berita Acara 

Hasil Razia 

2. Petugas memeriksa kelengkapan 
berkas terkait klien serta berkoordinasi 
dengan TKSK, meliputi : 
a. Surat Keterangan dari Desa/ 

Kelurahan tentang lokasi 
penemuan klien ODGJ terlantar 

b. Dokumentasi Foto klien ODGJ 
terlantar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 Data 
Pendukung  

5 menit Dokumen 

lengkap 

3. Petugas bersama dengan TKSK 
memverifikasi berkas kelengkapan 
dan berkoordinasi dengan lintas sektor 
untuk melakukan penelusuran 
keluarga klien, meliputi : 
i. Koordinasi dengan TKSK se-Jawa 

Timur terkait kondisi dan 
keberadaan klien melalui grup WA 
ataupun media sosial lainnya 

j. Koordinasi dengan Dispendukcapil 
melalui cek database rekam KTP 

k. Koordinasi dengan Dinas 
Kesehatan (Puskesmas dan 
Rumah Sakit) apabila klien 
mengalami sakit dan 
membutuhkan pengobatan serta 
rujukan lebih lanjut 

l. Koordinasi dengan Rumah Sakit 
Jiwa terkait ketersediaan layanan 
jiwa  
 

  
 
 
 
 

   Data 
Pendukung  

30 menit Dokumen 
lengkap 

4. Petugas membuat Surat Rekomendasi 
sesuai data yang telah diverifikasi, 
berupa : 
a. Surat Rekomendasi Terlantar Bagi 

PPKS (ODGJ terlantar) untuk 
pelayanan kesehatan di 
Puskesmas, Rumah Sakit 
Kabupaten dan RS Jiwa luar 
kabupaten 

b. Berita Acara Penyerahan Klien ke 
UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa 
Timur bagi Klien Ex. ODGJ (klien 
yang telah menerima perawatan di 
Rumah Sakit Jiwa) 
  

 
 
 

    Dokumen 
persyaratan 
lengkap 

10 menit Dicetak / print 

5. Surat Rekomendasi Terlantar Bagi 
PPKS (ODGJ terlantar) yang dibuat 
harus memuat unsur-unsur sebagai 
berikut : 
a. Data dan keterangan lokasi 

ditemukannya klien 
b. Maksud dan tujuan pembuatan 

surat rekomendasi 
c. Lokasi Tujuan  
d. Tanggal penerbitan Surat 

Rekomendasi 
e. Tanda Tangan Kepala Dinas 

Sosial 
 

   
 
 
 
 

  Surat 
Rekomendas
i yang telah 
dicetak/ print 

5 menit Surat 
Rekomendasi 
diverifikasi 

6. Surat Rekomendasi yang telah dibuat 
diajukan untuk mendapatkan 
pengesahan secara berjenjang melalui 
paraf hierarki, yaitu mulai dari Kasi 
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 
Tuna Sosial, Kabid Rehabilitasi Sosial 
dan Sekretaris Dinas Sosial 

 
 
 
 

 
 

 

    15 menit Surat Reko 
mendasi yang 
telah diparaf 
hierarki oleh Kasi 
Yanrehsos Tuna 
Sosial, Kabid 
Rehsos dan 
Sekretaris Dinas 
Sosial 
 

7. Surat Rekomendasi yang telah diparaf 

hierarki diajukan kepada Kepala Dinas  

Sosial untuk mendapat persetujuan dan 

tanda tangan  

  

 

 
 
 
 
 

  Surat 
Rekomendasi  
yang telah 
diparaf hierarki 

15 menit Surat 
Rekomendasi 
yang telah 
ditandatangani 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Dinsos/ 
TKSK 

 
Desa/Kec
amatan 

 

Dinkes 
(Puskesmas

/RS) 

   
Dispendu

kcapil 
 

RSJ/UPT 
Dinsos 

Prov.Jatim 
Alat Waktu Output 

8. Surat Rekomendasi Terlantar yang 

telah ditanda tangani di fotokopi 

sebanyak 2 lembar, 1 lembar disimpan 

di Dinas Sosial sebagai arsip 

     Surat 
Rekomendasi 
yang telah 
ditandatangani 
Kepala Dinas 
Sosial 
 

5 menit Dokumen Surat 
Rekomendasi 
asli dan salinan 

9. Bagi klien ODGJ yang mendapat 

pelayanan kesehatan jiwa dan 

dinyatakan sembuh, Petugas Rumah 

Sakit Jiwa akan berkoordinasi dengan 

TKSK terkait pemulangan klien ODGJ 

     Data 
Pendukung 

15 menit Jadwal 
Pemulangan 
Klien ODGJ ke 
Dinas Sosial 
Kabupaten 

10. TKSK berkoordinasi dengan lintas 
sektor dengan acuan sebagai berikut : 
a. Bagi Klien ODGJ yang memiliki 

data : TKSK berkoordinasi dengan 
Dinas Sosial dan pihak Desa serta 
Kecamatan terkait pemulangan 
klien ODGJ ke keluarganya 

b. Bagi Klien ODGJ yang tidak 
memiliki data : TKSK 
berkoordinasi dengan Dinas 
Sosial dan UPT Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Timur terkait 
pengiriman klien 
 

     Data 
Pendukung 

45 menit Jadwal 
Pemulangan 
Klien ODGJ 
kepada 
Desa/Kecamat
an/Keluarga 

11. Penandatanganan Berita Acara 

Pemulangan Klien Ex. ODGJ dari 

Rumah Sakit Jiwa / UPT Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Timur kepada Dinas 

Sosial Kabupaten  

     Berita Acara 
Pemulangan 
Klien 

5 menit Dokumen 
Berita Acara 
Pemulangan 
Klien Lengkap 

12. Petugas dan TKSK melakukan 

koordinasi dengan pihak 

Desa/Kecamatan/Keluarga terkait 

pemulangan klien Ex. ODGJ 

     Data 
Pendukung 

10 menit Jadwal 
Pemulangan 
Klien ODGJ 
disepakati 

13. Petugas dan TKSK memulangkan 

klien Ex. ODGJ kepada keluarganya 

dengan dilengkapi dengan  Berita 

Acara Pemulangan Klien ODGJ dari 

Dinas Sosial Kabupaten ke pihak 

Desa/Kecamatan/Keluarga 

     Berita Acara 
Pemulangan 
Klien 

60 menit Dokumen 
Berita Acara 
Pemulangan 
Klien Lengkap 

14. Data Klien Ex. ODGJ diusulkan 

sebagai peserta rehabilitasi sosial di 

UPT Provinsi Jawa Timur serta usulan 

bantuan sosial lainnya 

     Data 
Pendukung 

15 menit Dokumen Klien 
Ex. ODGJ 
Lengkap 

15. Data Klien Ex. ODGJ diarsip dan 

disimpan di Dinas Sosial untuk 

selanjutnya dipergunakan sebagai 

data program berkelanjutan 

     Data 
Pendukung 

5 menit Dokumen Klien 
Ex. ODGJ 
Lengkap 


